
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

1. 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada 

Nomor 11 Tah un 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana 

Desa Tahun 2020; 

Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunann Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020 mengakibatkan perubahan 

prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sehingga 

perlu menyesuaikan kembali petunjuk teknis dana desa 

Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Mengingat 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGADA, 

BUPATI NGADA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGADA 

NOMOR 37 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS DANA DESA 

KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah be berapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/ atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 6485); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 



Pasal I 

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Ngada Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Dana Desa Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah 

Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2020) diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NGADA NONOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS DANA DESA KABUPATEN NGADA TAHUN 2020. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 500); 

10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 40 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngada 

(Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 40); 



SERITA DAERAH KASUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 37 

KASUPATEN NGADA, k 'f SEKRETARIS DAE 

Diundangkan di Bajawa 

pada tanggal 1 Juli 2020 

Ditetapkan di Bajawa 

pada tanggal 1 Juli 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngada. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut 
UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan I 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa 
Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukurn 
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/ sumberdaya 
yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan 
Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan Dana Desa 
merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan 
bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat. 

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud 
menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur 
berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa. Berjalannya 
penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit 
pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan 
terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam UU Desa disebutkan bahwa 
Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam 
UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki 
keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka 
kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa 
sejatinya komunitas yang unik/ khas. 

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis. 
Masyarakat Desa secara demokratis rnernilih Kepala Desa dan anggota BPD 
yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan 
Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD 
menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga 
memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan 
disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil 
musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan 
kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan 
penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan 
kepala Desa dan pemilihan anggota BPD derigan demokrasi musyawarah 
mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa. 

BAB I 
PENDAHULUAN 

PETUNJUK TEKNIS DANA DESA TAHUN 2020 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI NGADA 

NOMOR 37 TAHUN 2020 

TANGGAL 1 JULI 2020 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 11 
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA DESA KABUPATEN NGADA 
TAHUN 2020 
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Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata 
Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan 
Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi 
manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh 
masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis. 

Pedoman teknis penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2019 
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa untuk 
mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan 
Tata Kelola Desa yang Demokratis. 
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2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa 
UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun 

perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya 
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten 
(RPJMD). Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka 

B. PENGATURAN DANA DESA 
1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa 

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada 
urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan keweriangan 
lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud 
diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
ten tang Desa khususnya Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan 
Desa adalah sebagai berikut: 
a. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan 

inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa; 

b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa 
dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa 
sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus 
berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan 
peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib 
masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa 
berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang 
penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa. 

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 
1. Maksud 

Pedoman Teknis Dana Desa Tahun 2020 ini diharapkan menjadi 
arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 
yang dibiayai dengan Dana Desa. 

2. Tujuan 
a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada 

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang 

menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2020. 
3. Manfaat 

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan 
prioritas penggunaan Dana Desa; 

b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan 
fasilitasi dan pendampingan terhadap Desa dalam menetapkan 
prioritas penggunaan Dana Desa; dan 

c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan 
prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB II 
PENGATURAN DANA 
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C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN 
1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan 
Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan 
pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) 
mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan 
yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan 

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa 
Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana 

Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan 
BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan 
Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi 
dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan 
Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi 
dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang RKP 
Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan 
kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan 
hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana 
Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan 
kepentingan masyarakat umum dan/ atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati. 

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa 
Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa 

yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui 
Musyawarah Desa. Sadan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah 
Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa 
untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan 
berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena 
itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa 
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. BPD, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa 
membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar 
kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan 
dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan 
Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa. 

yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa]. Kedua dokumen 
perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang 
menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa 
merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber 
pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan 
penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme 
perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa 
dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus 
menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. 
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1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 
1. pembangunan dan/ a tau perbaikan rumah tidak layak huni minimal 

10 rumah/ desa. Sejalan dengan program Pemerintah Daerah terkait 
upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan perumahan rakyat 
[syarat dan ketentuan terkait bedah rumah merujuk pada Juknis); 

2. penerangan lingkungan pemukiman; 
3. pedestrian (trotoar untuk pejalan kaki); 
4. Pemeliharaan jalan dengan sistem HOK; 
5. drainase; 
6. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama; 
7. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah 

penduduk; 
8. alat pemadam ke bakaran hutan dan lahan; 
9. sumur resapan; 
10. selokan; 
11. tempat pembuangan sampah; 
12. gerobak sampah; 
13. kendaraan pengangkut sampah; 
14. mesin pengolah sampah; dan 
15. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa, Komitmen hasil Bursa Inovasi dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana transportasi, antara lain: 
1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS; 
2. tambatan perahu 
3. jalan pemukiman; 
4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 
5. jalan poros Desa; 
6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
7. jembatan desa: 
8. gorong-gorong; 
9. terminal desa; dan 

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 
UU Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
pengembangan potensi ekonorni lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan 
pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai 
berikut: 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan 
UU Desa. 



10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa, komitmen basil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan perneliharaan sarana 
dan prasarana energi, antara lain: 
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
2. pembangkit listrik tenaga diesel; 
3. pembangkit listrik tenaga matahari; 
4. instalasi biogas; 
5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa, komitmen basil Bursa Inovasi Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana informasi dan komunikasi, antara lain: 
1. jaringan internet untuk warga Desa; 
2. website Desa; 
3. peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
4. radio Single Side Band (SSB); dan 
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa, komitmen basil Bursa lnovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan perneliharaan sarana 

prasarana kesehatan, antara lain: 
1. air bersih berskala Desa; 

sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk mengentaskan 
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan air bersih (Wae Gibho 
Gabho) yang dapat diarahkan untuk pembangunan 
broncaptering(bangunan penangkap air, bak pengumpul) di mata 
air, reservoir/bak penampung, perluasan jaringan (hidran umum, 
tugu kran) dan distribusi rumah; 

2. sanitasi lingkungan; 
3. jambanisasi; 
4. mandi, cuci, kakus (MCK); 
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
6. alat bantu penyandang disabilitas; 
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
8. balai pengobatan; 
9. posyandu; 
10. poskesdes/ polindes; 
11. posbindu; 
12. kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) 
13. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan 
14. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 

kewenaangan Desa analisis kebutuhan dan kondisi Desa serta 
Komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan lain-lain yang diputuskan 
dalam musyawarah desa. 



b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 
1. taman bacaan masyarakat; 
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini; 
3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; 
4. wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini; 
5. taman belajar keagamaan; 
6. bangunan perpustakaan Desa; 
7. buku/bahan bacaan; 
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
9. sanggar seni; 
10. film dokumenter; 
11. peralatan kesenian; dan 
12. sarana prasarana pendidikan dan ke budayaan lainnya yang sesuai 

kewenangan Desa dengan analisis ke butuhan dan kondisi Desa, 
serta Komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan lain-lain yang 
diputuskan dalam musyawarah desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi Desa 
a) Pengadaan, pernbangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan / atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. bendungan berskala kecil; 
2. pembangunan atau perbaikan embung; 
3. irigasi Desa; 
4. percetakan lahan pertanian; 
5. kolam ikan; 
6. kapal penangkap ikan; 
7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
8. tambak garam; 
9. kandang ternak; 
10. mesin pakan ternak; 
11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan]; dan 
12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa 

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, 

kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
2. lumbung Desa; 
3. gudang pendingin (cold storage); dan 
4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
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c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/ atau industri rumaban 
yang difokuskan kepada pem bentukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 
lain: 
1. mesin jahit; 
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
3. mesin penepung ikan; 
4. mesin penepung ketela pohon; 
5. mesin bubut untuk mebeler; dan 
6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/ atau 

industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, 
komitmen basil Bursa Inovasi Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan perneliharaan sarana dan 
prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
1. pasar Desa; 
2. pasar sayur; 
3. pasar hewan; 
4. tempat pelelangan ikan; 
5. toko online; 
6. gudang barang; dan 
7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa, komitmen basil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan perneliharaan sarana dan 
prasarana Desa Wisata, antara lain: 
1. pondok wisata; 
2. panggung hiburan; 
3. kios cenderamata; 
4. kios warung makan; 
5. wahana permainan anak; 
6. wahana permainan outbound; 
7. taman rekreasi; 
8. tempat penjualan tiket; 
9. rumah penginapan; 
10. angkutan wisata; dan 
11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa, komitmen basil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

a) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan perneliharaan sarana dan 
prasarana Teknologi Tepat Guna (TIG) untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 
1. penggilingan padi; 
2. peraut kelapa; 
3. penepung biji-bijian; 
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3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan 

masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam 
melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola 
Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, 
serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dana Desa 
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, 
dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat 
Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri. 

4. pencacah pakan ternak; 
5. sangrai kopi; 
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 
7. pompa air; 
8. traktor mini; dan 
9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

1. pembuatan terasering; 
2. kolam untuk mata air; 
3. plesengan sungai; 
4. pencegahan kebakaran hutan; 
5. pencegahan abrasi pantai; dan 
6. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa antara lain reboisasi dan 
perlindungan mata air serta komitmen hasil Bursa Inovasi Desa 
dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ a tau kejadian luar 
biasa lainnya yang meliputi: 

1. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 
2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
3. pembangunan gedung pengungsian; 
4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; dan 
6. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya 

sesuai dengan kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 

1. penyediaan air bersih; 
2. pelayanan kesehatan lingkungan; 
3. kegiataan penanganan Stunting; 
4. kampanye dan promosi hid'up sehat guna mencegah penyakit 

seperti penyakit rnenular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, 
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 

5. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 
6. pemantauan perturnbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk 

peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; 
7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan 

anak dan perlindungan Anak melalui sosialisasi dan Pembentukan 
Desa Layak Anak; 

8. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
9. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu harnil, 

nifas dan menyusui; 
10. pengobatan untuk lansia; 
11. keluarga berencana; 
12. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
13. pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
14. pelatihan ha.k-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 

perlindungan Anak; 
15. pelatihan pangan yang sehat dan arnan; 
16. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan arnan; dan 
17. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa antara lain 
pengem bangan tenaga kesehatan desa minimal 2 orang per Desa, 
dengan spesifikasi teknis dan standar ke butuhan tenaga dari Dinas 
Kesehatan serta komitmen basil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara 
lain: 
1. bantuan insentif guru PAUD; 
2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
3. penyelenggaraan pelatihan kerja; 
4. penyelengaraan kursus seni budaya; 
5. bantuan pem berdayaan bidang olahraga; 
6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya antara 

lain: pengembangan tenaga pendidikan desa (SD dan SMP) minimal 
2 orang per Desa, dengan spesifikasi teknis dan standar kebutuhan 
dari Dinas Pendidikan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
Desa serta komitmen basil Bursa Inovasi Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan 
sumber daya lokal yang tersedia 
a) pengelolaan lingkungan perurnahan Desa, antara lain: 

1. pengelolaan sampah berskala r'umah tangga; 
2. pengelolaan sarana pengo1ahan air limbah; dan 
3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa, komitmen basil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam rnusyawarah Desa. 

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai 
Dana Desa adalah sebagai berikut: 
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b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 
1. pengelolaan terminal Desa; 
2. pengelolaan tambatan perahu; dan 
3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

c) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 
2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 
1. sistem informasi Desa; 
2. koran Desa; 
3. website Desa; 
4. radio komunitas; dan 
5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa lnovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi 
a) pengelolaan procluksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 

usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

1. pembibitan tanaman pangan; 
2. pembibitan tanaman keras; 
3. pengadaan pupuk; 
4. pembenihan ikan air tawar; 
5. pengelolaan usaha hutan Desa; 
6. pengelolaan usaha hutan sosial; 
7. pengadaan bibit/induk ternak; 
8. inseminasi buatan; 
9. pengadaan pakan ternak; dan 
10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengernbangan produk unggulan desa dan/ atau procluk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

1. tepung tapioka; 
2. kerupuk; 
3. keripik jamur; 
4. keripik jagung; 
5. ikan asin; 
6. abon sapi; 
7. susu sapi; 
8. kopi; 
9. coklat; 
10. karet; dan 
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11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengernbangan produk unggulan desa dan/ a tau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1. meubelair kayu dan rotan, 
2. alat-alat rumah tangga, 
3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 
4. kain tenun; 
5. kain batik; 
6. bengkel kendaraan bermotor; 
7. pedagang di pasar; 
8. pedagang pengepul;dan 
9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, 

antara lain: 
1. pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama; 
2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 
3. penguatan permodalan BUM Desa dan/ atau BUM Desa 

Bersarna.dan 
4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, komitmen hasil 
Bursa Inovasi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1. pengelolaan hutan Desa; 
2. pengelolaan hutan Adat; 
3. industri air minum; 
4. industri pariwisata Desa; 
5. industri pengolahan ikan; dan 
6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, 

komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan pada pengembangan usaha layananjasa, antara lain: 

1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 
2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 
dan/ atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ a tau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

1. hutan kemasyarakatan; 
2. hutan tanaman rakyat; 
3. kemitraan kehutanan; 
4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau 

industri rumahan; 
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6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha 
ekonomimasyarakat; dan 

7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi 
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

1. sosialisasi TTG; 
2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 
3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan 

sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

1. penyediaan informasi harga/pasar; 
2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 

dan/ atau koperasi; 
3. kerjasama perdagangan antar Desa; 
4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa yang diputuskan dalam 
musya warah Desa 

4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan 
menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya 
yang meliputi: 

1. penyediaan layanan informasi ten tang bencana; 
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan 
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 

kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa yang 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

5) pelestarian lingkungan hidup antara lain: 
1. pembibitan pohon langka; 
2. reboisasi; 
3. penanaman pohon di seputaran mata air; 
4. pengembangan tanaman Kelor; 
5. rehabilitasi lahan gambut; 
6. pembersihan daerah aliran sungai; 
7. pemeliharaan hutan bakau; 
8. perlindungan terumbu karang; dan 
9. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, komitmen 

hasil Bursa Inovasi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa 
yang demokratis dan berkeadilan sosial 
a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, 
antara lain: 

1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/ atau balai 

rakyat; dan 
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3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, ko,itemen 
basil Bursa Inovasi Desa yang diputuskan dalam musyawarab 
Desa. 

b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 

1. penyusunan arab pengembangan Desa; 
2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa 

yang berkelanjutan; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa, komitmen basil 

Bursa Inovasi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, 

potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 
1. pendataan potensi dan aset Desa; 
2. penyusunan profil Desa/data Desa; 
3. penyusunan peta aset Desa; dan 
4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa, komitmen basil 

Bursa Inovasi Desa yang diputuskan dalam musyawarab Desa. 
d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpibak kepada 

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
kelompok marginal, antara lain: 

1. sosialisasi penggunaan dana Desa; 
2. penyelenggaraan musyawarab kelompok warga miskin, warga 

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, 

perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, komitmen 

basil Bursa Inovasi Desa yang diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pembangunan dan pernberdayaan masyarakat Desa, 
antara lain: 

1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa 
berbasis data digital; 

2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka 
un tuk publik; 

3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; 
dan 

4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, komitmen 
basil Bursa lnovasi Desa yang diputuskan dalam musyawarab 
Desa. 

f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa 
yang dilakukan melalui musyawarab Desa, antara lain: 

1. penye barluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal­ 
hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarab Desa; 

2. penyelenggaraan musyawarab Desa; dan 
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, komitmen 

basil Bursa lnovasi Desa yang diputuskan dalam musyawarab 
Desa. 

g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan 
pelatiban kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan 
di Desa. 

h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 
manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejabteraan 
Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan 
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5. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa 
a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan 

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di 
luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman teknis ini, dengan 
syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus: 

1) tercantum dalam Peraturan Bupati ten tang Daftar Kewenangan 
Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Des a; 

2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
dan 

3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa 
Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dan/ atau pembinaan kemasyarakatan, dan 
mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 

4. Kegiatan Prioritas untuk Pengananan Bencana Alam dan Non Alam 
a. Bencana Alam 

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (early warning 
system); dan 

2. Pemulihan setelah terjadinya bencana alam. 
b. Bencana Non Alam 

1. Bencana N onalam yang berupa pan demi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa; dan 

2. Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 berupa 
BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa dan kegiatan­ 
kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

pengembangan produk unggulan desa dan/ a tau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil 
dan perdagangan; 

2. pelatihan teknologi tepat guna; 
3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai 

kondisi Desa; dan 
4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
clan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai 
dengan kewenangan Desa, komitmen hasil Bursa Inovasi Desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain: 

1. pemantauan berbasis komunitas; 
2. audit berbasis komunitas; 
3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk 

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban 

dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan 
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa 
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2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat 
Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam 
pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat 
Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan 
pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa 
harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. 
Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan 
kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara: 
a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih 

diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih 
sedikit didukung masyarakat Desa; 

b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh 
masyarakat Desa dan/ atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa 
bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan 
kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan 

c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa 
lebih diutamakan. 

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan 

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang 
sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk 
dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung 
dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan 
tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka 
kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan 
kemanfaatannya untuk: 
a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; 
b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; 

dan 
c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan 
marginal; 

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai 
Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara: 
a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan 

dan/ atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan; 
b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja 

dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan 
c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan 

kemiskinan lebih diutamakan. 

ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa 
di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati 
menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu 
dipenuhi seluruhnya oleh Desa. 
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5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa 
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui 

pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa 
dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong 
royong masyarakat. Perencanaan kegiatan Desa dapat 
mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, 
karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, 
maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan 
terjadi dimasa depan. Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan 
sekurang-kurangnya berdasarkan: 
a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi: 

1) Desa geneologis {dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa 
masih kuat); 

2) Desa teritorial {sebagai tempat pemukiman warga dengan 
beragam asal keturunan); dan 

3) Desa campuran geneologis-teritorial. 
b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi: 

1) Desa pesisir / Desa pantai; 
2) Desa dataran rendah/ lembah; 
3) Desa dataran tinggi; dan 
4) Desa perbukitan/ pegunungan. 

c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi: 
1) Desa dengan permukiman menyebar; 
2) Desa dengan permukiman melingkar; 
3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan 
4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran 

sungai/ pinggir jalan). 
d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan 

utama masyarakat meliputi: 
1) Desa pertanian; 
2) Desa nelayan; 
3) Desa industri {skala kerajinan dan/ atau manufaktur dengan 

teknologi sederhana dan madya); dan 
4) Desa perdagangan [jasa-jasa]. 

e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa 
meliputi: 

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan 
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang 
pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. 
Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk 
mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di 
ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. 

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan 
Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, 
pengembangan potensiekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan 
dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa 
kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki 
rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan 
dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan 
keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa. 
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2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa 
Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah 

Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan­ 
kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat 
dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan 
rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan 
kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai 
berikut: 
a. pagu indikatif Dana Desa; dan 
b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung 

berdasar IDM. 

1. Tahap Musyawarah Desa 
Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Badan Perrnusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa 
dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan 
transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan 
hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam 
musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka 
pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam 
rangka penyusunan RKP Desa. Pembahasan prioritas penggunaan 
Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan 
kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan 
musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus 
dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara 
penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang 
musyawarah Desa. 

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses 

perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan 
dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan 
APBDesa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari 
penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa adalah se bagai berikut: 

1) Desa sangat tertinggal; 
2) Desa tertinggal; 
3) Desa berkernbang; 
4) Desa maju; dan 
5) Desa mandiri. 

Kementerian Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) 
sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. 
Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM 
dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas 
penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk tahun 2019 data desa 
menurut status kemajuan dan kemandirian desa menggunakan data 
berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 
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4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa 
Pernbiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah 

bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian 
dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati 
dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-rnasing Desa. 
Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada 
Desa-Desa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 
penetapan rincian Dana Desa. Kepala Desa merancang pembiayaan 
kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. 
Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar 
urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa 
dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan 
dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. 

3. Tahap Penetapan RKP Desa 
Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat 

Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan 
yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) 
yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP 
Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil 
kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala 
Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. 

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala 
Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan 
perhitungan terhadap: 
a. kemanfaatan hasil kegiatan; 
b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat 

Desa dalam pelaksanaan kegiatan; 
c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan 

pelestariannya; 
d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan; 
e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta 

sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola 
secara mandiri oleh Desa; dan 

f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai 
Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa. 

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi 
Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada rnasing­ 
masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum 
ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa­ 
Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang 
sesuai dengan tipologi Desanya. 
Contoh: 
Desa A: tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan campuran- 

tertinggal dan sangat tertinggal 
Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/ sawah-teritorialberkernbang 
Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri 
Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dengan 
mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas 
penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman 
Umum ini. 
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5. Tahap Review Rancangan APB Desa 
Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review 
dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang 
dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut: 
a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul 

dan kewenangan lokal berskala Desa; 
b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat Desa; 
c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; 

d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan 
APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan 
prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan 
perundang-undangan termasuk Pedoman Teknis Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. 

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa 
berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada 
masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala 
Desa kepada Bupati. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk 
menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan 
penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah 
ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala 
Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang 
sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban 
menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan 
menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, 
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala 
Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar 
masyarakat Desa. 

Upah Minimum Provinsi NTI Tahun 2020 sebesar Rp. 1.950.000,­ 
/bulan, maka upah harian sebesar: 
Rp. 1.945.902 : 25 hari kerja = Rp. 78.000,- 
Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi, maka 
Besaran UPAH/HOK pekerja/masyarakat = Rp. 70.000,-/hari 
Tukang/ Kepala tukang = Rp. 75.000/ hari 

Pedoman pelaksanaan Dana Desa juga mengacu pada ketentuan 
SKB 4 Menteri terkait kegiatan pembangunan yang bersumber dari 
Dana Desa dalam penyusunan RAPBdes memenuhi paling sedikit 30 % 
wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka 
menciptakan lapangan kerja di desa dan dibayar secara harian atau 
mingguan dengan ketentuan upah HOK dibawah upah minimum 
provinsi dengan pembagian sebagai berikut: 
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G. SANKSI DESA 
Sanksi bagi Desa diatur dalam Peraturan Bupati rnengenai tata cara 
pembagian dana desa setiap desa. 

H. PENGELOLAAN DANA DESA 
1. Teknis Penyaluran Dana Desa 

a) Persiapan pengajuan dana di tingkat Desa, meliputi: 
• Menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan setiap tahap; 
• Penyusunan RPD setiap tahap sesuai APB Desa oleh Bendahara 

Des a; 
• RPD diperiksa dan diferivikasi oleh Sekretaris Desa; dan 
• RPD disetujui oleh Kepala Desa setelah diasistensi oleh PLD dan 

PD; 

F. TATA CARA PENGAJUAN DANA DESA 
1. Pengajuan Dana Desa dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh 
persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); 
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen); 

2. Syarat pengajuan Dana Desa: 
Selain syarat yang ditetapkan dalam peraturan bupati mengenai tata 
cara pembagian dana desa setiap desa, terdapat syarat tambahan 
sebagai fungsi pengendalian, yaitu: 
a. tahap I 40 % 

1) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala desa; 

2) Peraturan Desa mengenai RPJM Desa; 
3) Peraturan Desa mengenai RKP Desa; 
4) Peraturan Desa mengenai APB Desa; 

b. tahap II 40% tanpa dokumen persyaratan 
c. tahap III 20% 

1) peraturan Desa mengenai APBDES Perubahan 
2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; 
3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan 
capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima 
puluh persen); 

4) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran 2019. 

c. Dana kurang salur 
Khusus bagi Desa yang dikenai sanksi penundaan karena adanya 
Silpa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), setelah memenuhi 
persyaratan untuk pengajuan dana kurang salur, dokumen 
persyaratan tambahan, yaitu: 
1) RPD Dana Kurang Salur; 
2) Laporan realisasi penggunaan Silpa lebih dari 30% (tiga puluh 

perseratus) yang menyatakan dana Silpa tersebut sudah 
digunakan minimal 50% (lima puluh perseratus); dan 

3) Rekomendasi Camat mengenai persetujuan pengajuan Dana 
Desa Kurang Salur tahap I berdasarkan persyaratan pengajuan. 
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3. Penatausahaan 
Penatausahaan Dana Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa melalui 
pencatatan transaksi pada: 
a) Buku Kas Umum 
b) Buku Kas Pembantu Dana Desa 
c) Buku Bank 
d) Buku Pajak 
Dengan ketentuan: 

2. Pelaksanaan Kegiatan 
a) Ketentuan umum 

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang 
dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa 
sejak ditetapkannya APB Desa. 

b) Tahapan persiapan 
Tahapan persiapan meliputi: 
)., Penetapan pelaksana kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam 

RKP Desa 
)., Penyusunan rencana kerja 
)., Sosialisasi kegiatan 
)., Pembekalan pelaksana kegiatan 
).> Penyiapan dokumen administrasi 
)., Pengadaan tenaga kerja 
).> Pengadaan bahan/ material 

c) Tahapan pelaksanaan kegiatan 
Kepala Desa mengoordinasikan tabapan pelaksanaan kegiatan yang 
sekurang-kurangnya melipu ti: 
)., Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan 
)., Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa 
)., Perubahan pelaksanaan kegiatan 
~ Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah 
)., Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
)., Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka 

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan 
)., Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan 

Terkait pelaksanaan kegiatan diantaranya jadwal dan proses 
pelaksanaannya disesuaikan dengan keten tuan pada Permendagri 
mengenai pedoman pembangunan desa dan rencana pembangunan desa 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan kegiatan 
belanja mengacu pada ketentuan pada peraturan bupati mengenai 
pengadaan barang dan jasa. 

b) Pengajuan pencairan Dana Desa dari Desa ke BANK melalui 
Camat dilampiri dengan dokumen persyaratan pengajuan Dana 
Desa; 

c) Camat memeriksa, meneliti dan memf erivikasi dokumen 
pengajuan sesuai persyaratan dan besaran pagu yang ditetapkan, 
selanjutnya mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan 
Dana Desa ke BANK dengan tembusan disampaikan ke Bupati c.q. 
Kepala Dinas PMDP3A; 

d) Dana dapat dicairkan dari RKD untuk digunakan setelah ada 
rekomendasi kepala desa dan Camat; dan 

e) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri 
dengan RPO sejumlah dana yang akan dicairkan dan sesuai 
kebutuhan. 
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a) Pencatatan dilakukan sesuai transaksi penerimaan maupun 
pengeluaran uang berdasarkan urutan tanggal dan sesuai dengan 
besaran uangnya, 

b) Pencatatan dilakukan sesuai dengan bukti penerimaan dan 
pengel uaran uang. 

Setiap bulan wajib membuka dan menutup buku kas dan wajib 
melaporkannya kepada Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris 
Desa dan diperiksa oleh PLO dan PD setiap tanggal 10 bulan 
berikutnya. 

4. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban Dana Desa harus disertai dengan bukti yang 
lengkap, jelas, sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum 
maupun teknis, diantaranya: 
};> Semua pembayaran harus memiliki bukti-bukti kwitansi dan bukti 

pendukung kwitansi seperti: 
a. Untuk semua pembelian harus dilampirkan dengan nota 

pembelian. 
b. Untuk Pengadaan dilampirkan dengan Surat Perjanjian Kerja 

(SPK), Nota pembelian dan Pajak serta Berita Acara 
Pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh PPHP 
mengetahui Kepala Desa. 

c. Untuk rapat-rapat desa, sosialisasi, pelatihan dilampirkan 
daftar hadir, Notulen/risalah rapat, nota belanja, pajak makan 
min um. 

d. Tunjangan/honorarium dilampirkan Surat Keputusan 
penetapan dan pengangkatan, daftar pembayaran. 

e. Perjalanan Dinas dilampirkan Surat Perintah Togas, Surat 
Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas. 

f. Pengadaan/Pembelian barang dan jasa untuk setiap jenis 
pembelanjaan menggunakan ketentuan dalam Peraturan 
Bupati Ngada tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di 
desa. 

g. Semua transaksi dengan kwitansi nilai ~ Rp.1.000.000,- wajib 
bermeterai 6.000 

};> Semua bukti-bukti disusun berdasarkan tanggal transaksi dan 
kode anggaran dan dijilid menggunakan map sneilhekter; 

};> Bukti pembayaran pajak/ SSP untuk ke kas Negara dan STS, Pajak 
makan minum wajib dilampirkan bersama SPJ; 

};> Untuk biaya operasional bagi lembaga-lembaga yang ada di desa 
dan bersumber dari Dana Desa agar disertakan juga dengan rincian 
penggunaan biaya masing-masing lembaga. 

};> SPJ Dana Desa akan diasistensi/ diverifikasi final oleh Tim pada 
Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada dengan menggunakan Aplikasi 
Siskeudes. Hasil verifikasi dituangkan dalam lembar verifikasi SPJ 
siskeudes. 
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B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi 

pelaksanaan penggunaan Dana Desa; 
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten 

meliputi: 
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa; 
b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana 

Desa; 
c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan 

Dana Desa; dan 
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 

pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. 
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi: 

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; 
b. memberikan bimbingan, supervrsr dan konsultasi terkait 

penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan 
c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa. 

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Dana Desa di Kabupaten 
dan Kecamatan, dibentuk Tim Pengendali, yaitu: 

1. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan 
Tim pengendali tingkat kecamatan terdiri dari Camat , Kasi 
Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan dan Kasi PMD 
Kecamatan yang berperan sebagai pembina dan penangggung jawab 
pelaksanaan Dana Desa pada desa-desa di wilayah Kecamatan. Tim 
pengendali tingkat kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab 
se bagai beriku t : 
a. Mernastikan setiap rencana desa yang dibiayai dengan Dana Desa 

sesuai dengan petunjuk teknis Dana Desa, pagu indikatif dan 
berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dibahas dan disetujui 
bersama dalam musyawarah desa dan musrenbangdes. 

b. Mendorong semua pelaku desa untuk mentaati setiap tahapan dan 
melibatkan seluruh masyarkat. 

c. Mensosialisasikan dan memberi pernahaman kepada Kepala Desa 
dan masyarakat bahwa Dana Desa merupakan hak desa agar 
masyarakat merasa memiliki akan Dana Desa. 

A. PENDAMPINGAN 
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat 
Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai 
kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. UU Desa 
memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa 
dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. 

Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan 
kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis 
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat 
dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan 
masyarakat Desa dan/ atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 



Petu"':f uk: Tekfllis DU/11.t? D~U 'rahun: 2020 25 

d. Mengevaluasi kemajuan kegiatan dan keuangan Dana Desa di 
tingkat kecamatan; 

e. Melakukan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Dana Desa 
sesuai dengan tahapan pelaksanaan Dana Desa dalam petunjuk 
teknis ini. 

f. Meneliti, mengasistensi dan memverifikasi RPD Dana Desa setiap 
tahap sesuai dengan APB Desa dan ketersediaan anggaran serta 
kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan. 

g. Mem berikan rekomendasi persetujuan pengajuan Dana Desa bagi 
Desa yang telah memenuhi ketentuan untuk proses lebih lanjut. 

h. Memberikan rekomendasi pencairan dana dari RKD sesuai dengan 
kebutuhan yang diajukan berdasarkan RAB kegiatan dalam RPD 
setiap tahap. 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa pada 
Desa-desa dalam wilayah Kecamatan. 

j. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Dana Desa pada Desa-desa 
dalam wilayah Kecamatan. 

2. Pendamping Dana Desa 
Pendamping Dana Desa bertanggungjawab terhadap pendampingan 
pelaksanaan Dana Desa mulai tahap perencanaan, penyusunan 
dokumen baik perencanaan maupun anggaran, pelaksanaan, 
penatau sahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pendampingan 
yang dilakukan tidak hanya dalam proses akan tetapi sampai pada 
penyusunan dokumen pada setiap tahapan kegiatan. Pendamping 
Dana Desa terdiri dari PD di tingkat kecamatan dan PLD di tingkat 
Desa sesuai lokasi tugas masing-masing. Tugas PD dan PLD selain 
tugas yang ditetapkan sesuai SOP Pendamping, meliputi: 

~ Melaksanakan sosialisasi kebijakan Dana Desa ke setiap desa. 
~ Memfasilitasi dan mendampingi desa dalam setiap tahapan 

proses pelaksanaan Dana Desa termasuk penyelesaian 
dokumen administrasi pada setiap tahapan proses. 

~ Bersama Pendamping Desa lainnya tingkat kecamatan 
mendampingi dan memfasilitasi proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. 

~ Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Kecamatan, 
para TA Kabupaten maupun Tim Kabupaten terkait 
pelaksanaan Dana Desa. 

~ Memeriksa dan menandatangani RPD Dana Desa dalam 
wilayah masing-masing. 

~ Menyampaikan laporan rutin setiap bulan, setiap semester 
(semester pertama dan semester akhir tahun) dan laporan 
akhir tahun anggaran dan/ atau laporan insidentil berkenaan 
dengan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Bupati 
melalui Camat dan Kepala Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada. 

~ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 
maupun Tim Kabupaten. 

3. Tim Pengendali Kabupaten 
Tim yang dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
Dana Desa di Tingkat Kabupaten Ngada. Tim pengendali kabupaten 
terdiri dari: 
~ Bupati Ngada 
~ Wakil Bupati Ngada 
~ Kepala Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada 
~ Sekretaris pada Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada 
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Togas Tim Pengendali Kabupaten, adalah: 
a. mendesiminasi secara luas tentang kebijakan Dana Desa; 
b. menyiapkan kebijakan Dana Desa yang meliputi: 

• peraturan bupati tentang tata cara pembagian dana desa 
setiap desa; dan 

• peraturan bupati tentang pedoman teknis dana desa. 
c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan kegiatan 

operasional Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, penyiapan 
dokumen, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan Dana 
Des a. 

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pendampingan 
yang dilakukan oleh para Pendamping Dana Desa. 

4. Sekretariat Tim Pengendali Kabupaten 
Togas sekretariat Tim Pengendali Kabupaten adalah: 
a. menyiapkan berbagai kelengkapan format administrasi 

pelaksanaan dan pengendalian; 
b. membantu menyiapkan dan menggandakan Petunjuk Teknis 

Operasional serta mendistribusikan sesuai kebutuhan; 
c. menyiapkan dan mendokumentasi berbagai laporan tentang 

pelaksanaan kebijakan Dana Desa; dan 
a. memfasilitasi kegiatan-kegiatan persiapan pelaksanaan 

operasional kebijakan Dana Desa di tingkat Kabupaten sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan 

5. TA Kabupaten 
Selain melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan SOP 
Pendarnping Profesional, juga melaksanakan tugas bersama Tim 
Kabupaten: 
a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Dana Desa ke setiap 

kecamatan/ desa. 
b. Memfasilitasi dan mendampingi desa dalam setiap tahapan proses 

pelaksanaan Dana Desa termasuk penyelesaian dokumen 
administrasi pada setiap tahapan proses. 

c. Bersama Pendamping Desa lainnya tingkat kecamatan 
mendampingi dan memfasilitasi proses penyelenggaraan 
pernerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. 

d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim terkait 
pelaksanaan Dana Desa. 

e. Menyampaikan laporan rutin setiap bulan, setiap semester 
(semester pertama dan semester akhir tahun) dan laporan akhir 
tahun anggaran dan/ atau laporan insidentil berkenaan dengan 
pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala 
Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim 
Kabupaten. 

~ Kepala Bidang Pemdes dan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas 
PMDP3A Kabupaten Ngada 

~ Kepala Seksi pada Bidang Pemdes dan Kelembagaan Masyarakat 
pada Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada 

~ Staf Bidang Pemdes dan Kelembagaan Masyarakat. 



Petul'l:f uk rtknis Ptl/lUI »es« rahto« 2020 27 

3. Mekanisme Pelaporan dari Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Laporan Gubernur disampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan 
Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

4. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus 
Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak 

atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisrne laporan berkala. 
Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan 
kondisi dan keadaan yang ada. 

2. Mekanisrne Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur 
Bupati menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli 

profesional tingkat Kabupaten kepada Gubernur 

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati 
Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan 

proses penyampaian data dan/ atau informasi mengenai perkembangan, 
kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan 
Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas 
penggunaan Dana Desa kepada Bupati yang dilengkapi dengan dokumen­ 
dokumen sebagai berikut: 
a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
b. Peraturan Desa tentang RPJM Desa; 
c. Peraturan Desa tentang RKP Desa; 
d. Peraturan Desa tentang APB Desa; 
e. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan 
f. Laporan konvergensi pencegahan stunting. 

BAB IV 
PELAPORAN 
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Penetapan Petunjuk Teknis Dana Desa Tahun 2020 ini disusun agar 
dapat dijadikan pedoman oleh Kabupaten dalam rangka sosialisasi sebelum 
proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan 
penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB Desa) 2020, dan dapat dikembangkan sesuai dengan 
keragaman kontekstual Desa-desa di Kabupaten Ngada. 

BABV 

PENUTUP 
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